
 
BUPATI KEBUMEN 

PROVINSI JAWA TENGAH 

 
PERATURAN DAERAH KABUPATEN KEBUMEN  

NOMOR  7  TAHUN 2019 

 
TENTANG 

 
PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN KEBUMEN  
NOMOR 8 TAHUN 2017 TENTANG SUMBER PENDAPATAN DESA 

 
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

 
BUPATI KEBUMEN, 

 

Menimbang : a. bahwa dengan adanya perubahan pengaturan mengenai 

pungutan desa, perlu mengubah Peraturan Daerah Kabupaten 

Kebumen Nomor 8 Tahun 2017 tentang Sumber Pendapatan 

Desa; 

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud 

dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang 

Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen 

Nomor 8 Tahun 2017 tentang Sumber Pendapatan Desa; 

 

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik 

Indonesia Tahun 1945; 

2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan 

Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa 

Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950   

Nomor 42); 

3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);  

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan 

Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 

Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, 

terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 

tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 

Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679); 

5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang 

Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 

tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 

2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa 

kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 

2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah 

SALINAN 
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Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan 

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321); 

6. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana 

Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja 

Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 

Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 5558) sebagaimana telah diubah beberapa kali, 

terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 

tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 

60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari 

Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia  Nomor 5694); 

7. Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 8 Tahun 2017 

tentang Sumber Pendapatan Desa (Lembaran Daerah 

Kabupaten Kebumen Tahun 2017 Nomor 8, Tambahan 

Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 138); 

 

Dengan Persetujuan Bersama 

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN KEBUMEN 

dan 

BUPATI KEBUMEN 

 

MEMUTUSKAN: 

 

Menetapkan 

 

: 

  

PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN 

DAERAH KABUPATEN KEBUMEN NOMOR 8 TAHUN 2017 

TENTANG SUMBER PENDAPATAN DESA. 

 

Pasal I 

 

Beberapa ketentuan dalam  Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 8 Tahun 

2017 tentang Sumber Pendapatan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen 

Tahun 2017 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 

138) diubah sebagai berikut: 

 
1. Ketentuan Pasal 1 angka 12, angka 19, angka 30 dan angka 35 dihapus 

sehingga Pasal 1 berbunyi sebagai berikut: 

 

Pasal 1 

 

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:  

1. Pemerintah Pusat yang selanjutnya disebut Pemerintah adalah Presiden 

Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan Negara Republik 

Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara 

Republik Indonesia Tahun 1945. 

2. Daerah adalah Kabupaten Kebumen.  

3. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan 

Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi 

kewenangan daerah otonom. 

4. Bupati adalah Bupati Kebumen.  

5. Provinsi adalah Provinsi Jawa Tengah. 
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6. Camat adalah pemimpin kecamatan yang berada di bawah dan bertanggung 

jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.  

7. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang 

berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan 

masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, 

dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem 

pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.  

8. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan 

kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara 

Kesatuan Republik Indonesia.  

9. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dibantu Perangkat Desa sebagai unsur 

penyelenggara Pemerintahan Desa.  

10. Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disingkat BPD adalah lembaga 

yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil 

dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara 

demokratis.  

11. Badan Usaha Milik Desa, yang selanjutnya disebut BUM Desa, adalah badan 

usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh Desa melalui 

penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan Desa yang dipisahkan 

guna mengelola aset, jasa pelayanan, dan usaha lainnya untuk sebesar-

besarnya kesejahteraan masyarakat Desa.  

12. dihapus. 

13. Peraturan Desa adalah peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh 

Kepala Desa setelah dibahas dan disepakati bersama BPD. 

14. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa yang selanjutnya disebut RPJM 

Desa, adalah rencana kegiatan pembangunan Desa untuk jangka waktu 6 

(enam) tahun.  

15. Rencana Kerja Pemerintah Desa yang selanjutnya disebut RKP Desa, adalah 

penjabaran dari RPJM Desa untuk jangka waktu 1 (satu) tahun.  

16. Dana Desa adalah dana yang bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja 

negara yang diperuntukkan bagi Desa yang ditransfer melalui anggaran 

pendapatan dan belanja daerah dan digunakan untuk membiayai 

penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan 

kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat.  

17. Alokasi Dana Desa, yang selanjutnya disingkat ADD adalah dana perimbangan 

yang diterima Daerah dalam anggaran pendapatan dan belanja daerah setelah 

dikurangi Dana Alokasi Khusus.  

18. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa yang selanjutnya disebut APB Desa, 

adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Desa. 

19. dihapus. 

20. Pendapatan Asli Desa adalah pendapatan yang berasal dari kewenangan Desa 

berdasarkan hak asal usul Desa dan kewenangan skala lokal Desa. 

21. Aset Desa adalah barang milik Desa yang berasal dari kekayaan asli milik Desa, 

dibeli atau diperoleh atas beban APB Desa atau perolehan hak lainnya yang 

sah.  

22. Barang Milik Desa adalah kekayaan milik Desa berupa barang bergerak dan 

barang tidak bergerak. 

23. Kekayaan Milik Desa adalah barang milik Desa yang berasal dari kekayaan asli 

Desa, barang yang dibeli atau diperoleh atas beban APB Desa atau perolehan 

hak lainnya yang sah. 
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24. Swadaya masyarakat adalah kemampuan dari masyarakat yang dengan 

kesadaran dan inisiatif sendiri mengadakan usaha ke arah pemenuhan 

kebutuhan jangka pendek maupun jangka panjang yang dibutuhkan oleh 

masyarakat.  

25. Partisipasi masyarakat adalah peran serta masyarakat dengan kesadaran dan 

inisiatif sendiri untuk melaksanakan suatu kegiatan.  

26. Gotong royong adalah bentuk kerjasama yang spontan dan sudah membudaya 

serta mengandung unsur timbal balik yang bersifat suka rela antara warga 

Desa dengan Pemerintah Desa, untuk memenuhi kebutuhan dalam 

meningkatkan kesejahteraan bersama.  

27. Tanah Kas Desa adalah semua tanah yang dimiliki dan/atau dikuasai desa, 

baik tanah kemakmuran, tanah bengkok dan/atau tanah-tanah lainnya.  

28. Tanah kemakmuran adalah bagian dari tanah kas desa yang merupakan salah 

satu sumber pendapatan desa untuk membiayai kegiatan pemerintahan, 

pembangunan dan kemasyarakatan.  

29. Pungutan Desa adalah segala pungutan baik berupa uang maupun barang yang 

dilakukan oleh Pemerintah Desa kepada masyarakat desa berdasarkan 

pertimbangan kemampuan sosial ekonomi masyarakat desa yang ditetapkan 

dengan Peraturan Desa.  

30. dihapus.  

31. Pengelolaan sumber pendapatan desa adalah kegiatan dan tindakan terhadap 

kekayaan desa yang meliputi perencanaan, penentuan kebutuhan, 

penganggaran, pengadaan, penyimpanan, inventarisasi, pengembangan, 

pengendalian, pemeliharaan, pengamanan, pemanfaatan, perubahan status 

hukum dan peñatausahaan.  

32. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, yang selanjutnya disingkat APBN 

adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Negara yang disetujui oleh 

Dewan Perwakilan Rakyat. 

33. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Jawa Tengah yang 

selanjutnya disebut APBD Provinsi adalah rencana keuangan tahunan Provinsi 

Jawa Tengah yang ditetapkan dengan peraturan daerah. 

34. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kebumen yang 

selanjutnya disebut APBD adalah rencana keuangan tahunan Kabupaten 

Kebumen yang ditetapkan dengan peraturan daerah. 

35. dihapus. 

 

 

2. Ketentuan Pasal 15 diubah sehingga Pasal 15 berbunyi sebagai berikut: 

 

Pasal 15 

 

     Jenis pungutan desa terdiri atas: 

a. pungutan yang berasal dari iuran sesuai dengan mata pencaharian 

masyarakat desa berdasarkan kemampuan ekonomi; 

b. pungutan atas jasa usaha seperti: pemandian umum, wisata desa, pasar 

desa, tambatan perahu, keramba ikan, pelelangan ikan, dan lain-lain; dan 

c. pungutan lainnya sesuai kewenangan Desa. 
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Pasal II 

 

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. 

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan 

Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen. 

 

Ditetapkan di Kebumen 

pada tanggal 17 Juni 2019 

 

BUPATI KEBUMEN, 

 

 ttd. 

             

YAZID MAHFUDZ 

 

Diundangkan di Kebumen 

pada tanggal 17 Juni 2019 

  

   SEKRETARIS DAERAH 

  KABUPATEN KEBUMEN 

           

  ttd. 

        

 AHMAD UJANG SUGIONO 

 

 

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KEBUMEN TAHUN 2019 NOMOR 7 

 

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN KEBUMEN PROVINSI  JAWA TENGAH 

(  7  - 108 /2019) 
 

 
Salinan sesuai dengan aslinya 

KEPALA BAGIAN HUKUM 

SETDA KABUPATEN KEBUMEN, 
 

ttd.  

 
IRA PUSPITASARI, SH 

Penata Tk.I 
NIP. 19800417 200604 2 015 
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PENJELASAN 
 

ATAS 
 

PERATURAN DAERAH KABUPATEN KEBUMEN  
NOMOR 7 TAHUN 2019 

 

TENTANG 
 

PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN KEBUMEN  

NOMOR 8 TAHUN 2017 TENTANG SUMBER PENDAPATAN DESA  
 

 
I. UMUM 

 

  Bahwa salah satu sumber pendapatan desa berasal dari pungutan 

desa. Jenis pungutan desa mendasarkan pada kewenangan yang dimiliki oleh 

Desa sesuai peraturan perundang-undangan. Kewenangan desa sudah diatur 

dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 tentang 

Kewenangan Desa dan Peraturan Bupati Kebumen Nomor 37 Tahun 2018 

tentang Daftar Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan 

Lokal Berskala Desa di Kabupaten Kebumen. 

 Berdasarkan hal tersebut, maka Peraturan Daerah Kabupaten 

Kebumen Nomor 8 Tahun 2017 tentang Sumber Pendapatan Desa perlu 

diubah. 

 
II. PASAL DEMI PASAL 

 
Pasal I 

Cukup jelas. 

 
Pasal II 

 Cukup jelas. 
 
 

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KEBUMEN NOMOR 162 


